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PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP BUMN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESFEA
(Adrian Denar Widjjaksono, 2210113047, Fak. Hukum Universitas Andalas, 170 Him, 2026)

ABSTRAK
Prinsip Business Judgment Rule (BIR) merupakan suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi
pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan. Prinsip BJR yang diatur dalam UU
BUMN melindungi organ BUMN yang melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, Kerugian|
bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh
!L;euntungan pribadi secara tidak sah. Namun demikian, penerapan prinsip BJR dalam hukum tindak pidanal
orupsi masih memperlihatkan ketimpangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut
dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam|
BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana; 2.Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment
Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi; 3. Bagaimanakah kendala dan|
upaya penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidan
orupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan megacu pa
endekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan
endekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder
engan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian
ang diperoleh yakni: 1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidan
enunjukkan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalaha
erupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) sebagaimana tercermin dalam asas geen straf zonder schuld,
. Pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan prinsi
JR pada dasarnya dikenakan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon
ang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN; 3. Kendala penerapan
rinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi meliputi ketidakpastian hukum
erkait penafsiran kerugian BUMN, kompleksitas pembuktian unsur BIR, serta budaya kriminalisasi risiko bisni
ang disertai lemahnya dokumentasi korporasi. Untuk mengatasinya, diperlukan penyamaan persepsi an
enegak hukum. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis perl
ilakukan guna mendukung pembuktian penerapan prinsip tersebut. -
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INDONESIA
(Adrian Denar Widjaksono, 2210113047 Faculty of Law, Andalas University, 170 Pages, 2026)

ABSTRACT

The Business Judgment Rule (BJR) is a specific rule or principle that protects business considerations or decisions|
made by corporate organs. The BJR principle, as regulated in the BUMN Law, protects BUMN organs that carry
out management in good faith and with due diligence, where losses are not caused by their fault or negligence,
they have no conflict of interest, and they do not unlawfully obtain personal gain. However, the application of the|
BJR in corruption criminal law still shows a disparity between norms and practice. Therefore, further study is|
required with the following problem formulations: 1. How is the BJR principle applied in BUMN in relation to
criminal liability? 2. How is the BJR principle applied to BUMN's liability in corruption cases? 3. What are the
obstacles and efforts in applying the BJR principle to BUMN's liability in corruption cases?. The method used in
this research is normative juridical, referring to the statute approach, case approach, and conceptual approach.
The data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as|

upporting data. The results obtained are: 1. The application of the BJR in BUMN in relation to criminal liability

hows that punishment can only be imposed if the elements of a criminal act and the element of fault in the form
of intent (dolus) or negligence (culpa) are fulfilled, as reflected in the principle of geen straf zonder schuld; 2.
BUMN's liability in corruption cases shows that the application of the BJR is essentially imposed on the directors|
as natural persons (natuurlijke persoon) who carry out management and decision-making functions on behalf of
BUMN; 3. Obstacles to the application of the BJR to BUMN's liability in corruption cases include legal
uncertainty regarding the interpretation of BUMN losses, the complexity of proving the elements of the BJR, and|
a culture of criminalizing business risk accompanied by weak corporate documentation. To overcome this, it is|
necessary to equalize perceptions among law enforcement officials. In addition, strengthening corporate
covernance and business decision documentation systems needs to be carried out to support the evidentiary
process of the application of this principle.
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